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RINGKASAN
Yongky Putut Angkianata, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Januari 2015, PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DESA DI INDONESIA, Dhia Al-Uyun, S.H, MH.
Pada skripsi ini, penulis mengankat permasalahan perubahan kewenangan
pemerintah desa di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi bahwa
keberadaan desa telah ada sejak zaman dahulu kala jauh sebelum kolonial Belanda
datang dan negara Indonesia merdeka. Keberadaan desa sebagai suatu bentuk
organisasi pemerintahan yang memiliki otonomi asli untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi asli tersebut, diperoleh masyarakat
desa berdasarkan hukum adat. Selanjutnya, pengaturan yang berkaitan dengan
desa mengalami perubahan yang disesuaikan dengan globalisasi dan kemajuan
jaman. Dalam perubahan pengaturan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
desa harus mencerminkan sistem otonomi desa yang asli dan utuh sebagaimana
amanat dari Pasal 18 B Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun, penyelenggaraan desa pada saat ini banyak mengalami perubahan karena
munculnya campur tangan dari pemerintah yang lebih tinggi.
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat dua rumusan masalah :
(1) Mengapa terjadi perubahan kewenangan pemerintah desa di Indonesia? (2)
Bagimana perubahan kewenangan pemerintah desa di Indonesia? Kemudian
peneliti dalam karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum primer, sekuder dan
tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis
bahan hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa isi atau kandungan dari
peraturan perungdang-undangan yang ada terkait pengaturan tentang desa,
kemudian menguraikan dalam bentuk paragraf-paragraf dan dihubungkan dengan
bahan-bahan hukum yang ada, sehingga mampu menjawab permasalahan yang
peneliti angkat. Bahan hukum tersebut ditulis dan dianalisis secara deduktif
maupun induktif untuk melihat konsistensi peraturan perundang-undangan atau
regulasi yang terkait dengan kewenagan pemerintahan desa
Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa
Alasan-alasan terjadinya perubahan terhadap kewenangan pemerintah desa
dikarenakan terdapat kondisi nasional dan situasi politik yang berbeda-beda pada
saat masing-masing masa pemerintahan. Selain itu, terdapat keinginan dari
pemerintah untuk menata kembali terkait dengan pemerintah desa yang
disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan
adanya perubahan dalam pengaturan desa dari masa ke masa. Perubahan peraturan
terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, terus mengalami perubahan
setiap peraturan-perundangan undangan baru yang berkaitan dengan desa. Dari
perubahan tersebut tidak sepenuhnya pemerintah pusat menjadikan keberadaan
desa sebagai desa yang mandiri dengan otonomi aslinya. Setiap perubahan
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menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa  selalu di ikuti campur
tangan dari pemerintah pusat.
